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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400121 /127 TAKN 202¢

TENTANG

PENETAPAN MELAYANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ANTAR SERAGAI INQVASI
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PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan
administrasi kependudukan dan memenuhi hak
konstitusi warga negara serta untuk memberikan
kepuasan kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
perlu dilakukan satu inovasi;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Penetapan Melayani Pencetakan Kartu Tanda
Penduduk elektronik Cetak Antar sebagai Inovasi
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iindonesia Nomor 5475j;



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tanun 2008 Keilerbukaan informasi Publik (Lembdran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturam Pemerintan Nomor 40 Tahwun 2019  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
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Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6354);
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Peraturan Presiden MNeomer Q6 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

lenteri lam Tahun
2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring sebagaimana telah diubah dengan
Pemendagri Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Negara
Indonesia Tahun 2023 Nomor 152;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor o Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 256);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236j;

12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019
tentang Tata Cara  Pelayanan  Administrasi
Kependudukan Secara Online (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahiun 2019 Nomor 10j;

MEMUTUSKAN:

Melayani Administrasi Kependudukan Cetak Kartu Tanda
Penduduk Clektroiik Antar sebagai novasi pada Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten
Sukoharjo.

Melayani Administrasi Kependudukan Cetak Kartu Tanda

Penduduk Elektronik Antar sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU disebut MAKE CETAR merupakan
Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam mengurus
Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kabupaten
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Tujuan Melayani Administrasi Kependudukan Cetak Kartu
Tanda Penduduk Elektronik Antar (MAKE CETAR)
sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

a. memberikan kemudahan dalam mendapatkan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik bagi masyarakat;

b. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik
dan;



c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan
memberikan kepuasan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal [0 Jgnue) 2024

ABUPATI SUKOHARJO, f
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TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo
di Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo.




